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Abstrak
 

Musik rekaman suara, merupakan karya cipta seseorang atau lebih, di mana untuk menciptakannya orang

harus mengeluarkan pikiran berdasarkan kemampuan, imajinasi, tenaga, keterampilan, waktu, dan biaya-

biaya. Di samping mempunyai nilai moral, karya musik rekaman suara juga mempunyai nilai ekonomi yang

cukup tinggi, karena mempunyai segmen pasar yang begitu luas. Apalagi pada era globalisasi saat ini yang

sedang melanda dunia, dan diiringi kemajuan di bidang iptek, maka orang lebih mudah merekam karya

seseorang, baik untuk diri sendiri maupun untuk diperdagangkan. Untuk itu bagaimana perlindungan hukum

pencipta musik rekaman suara di Indonesia, dan apakah UD No. 7/1987 tentang Hak Cipta masih berlaku

efektif, serta bagaimana jalan keluarnya apabila sudah tidak efektif lagi.

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan si pencipta musik rekaman suara di Indonesia.

Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Menurut analisis penulis maka

perlindungan hukum pencipta musik rekaman suara tidak disertai kepastian hukum, dan UUHC Indonesia

tidak efektif lagi, serta diperlakukan penyempurnaan sebagai jalan keluar yang ditempuh. Hal ini dapat

dilihat dari sistem pendaftaran yang dianut oleh undang-undang ini, yaitu "Negatif Deklaratif", di mana

pendaftaran bukan merupakan keharusan, serta antara tujuan dan maksud pendaftaran tidak sejalan.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan maksudnya adalah untuk mengejar

kebenaran, prosedur formal. Selain itu, UUHC yang berlaku sekarang ini sudah memberikan perlindungan

hukum yang tidak tepat, karena hak atas karya rekaman suara mendapat perlindungan sebagai hak cipta,

seharusnya hak yang berdampingan dengan hak cipta. Karena itu sering menimbulkan kerancuan dan

pelanggaran-pelanggaran, misalnya pembajakan kaset. Begitu juga aparat penegak hukum, dalam

melakukan tugasnya tidak mempunyai keseragaman dalam mengambil keputusan. Masyarakat pun masih

beranggapan, jika karya cipta tidak didaftarkan adalah milik bersama, dan masyarakat lebih merasa

diuntungkan dengan membeli kaset hashl bajakan daripada kaset aslinya. Selain harganya lebih murah, juga

kualitasnya sama dengan yang asli. Selanjutnya dalam melakukan operasi di lapangan terhadap pembajakan,

petugas tidak mempunyai fasilitas pendukung, misalnya dana, pakaian seragam dan lain sebagainya.

Pembahasan di atas memberikan kesimpulan, perlindungan hukum karya musik rekaman suara tidak

mempunyai kepastian hukum, dan UU No. 7/1987 tidak berlaku efektif lagi, serta jalan keluar yang

ditempuh adalah mengadakan penyempurnaan terhadap undangundang tersebut dengan menghadapi era

globalisasi. Sebagai saran, perlu diadakan penyuluhan hukum Hak Cipta kepada masyarakat dan aparat

penegak hukum, sebagai fasilitas pendukung digunakan sistem komputerisasi terpadu di setiap Kantor

Wilayah Departemen Kehakiman di seluruh Indonesia.
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